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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 
 

 
 

 
 

BUPATI GARUT 

LD. 8  2013 

R 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 8 TAHUN 2013   

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GARUT, 
 

Menimbang      : a.  bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas   Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan 
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir;  
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b.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012. 
 

Mengingat       : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262), sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 3569); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 3851); 
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

 

 


